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SALINAN PUTUSAN
Nomor 949/Pdt.G/2018/PA.Mkd.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten
Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun XXXXXX I,
Rt.001, Rw.008, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman,
Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada
Bambang Sri Manunggal, S.H., M.H., Advokat, beralamat
di Dusun Senden, Desa Bumiharjoi, Kecamatan
Borobudur, Kabupaten magelang, dengan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut
sebagai "Penggugat”;
Melawan
XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman Dusun XXXXXX II, Rt.01, Rw.08, Desa
XXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor
0949/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugat cerai
terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinanya dengan Tergugat pada
tanggal 22 September 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang sebagaimana
terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 292 / 38 / IX / 1990 tertanggal 22
September 1990 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Salaman, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXX II, XXXXXX, Salaman
selama kurang lebih 27 tahun dan sejak Maret 2017 antara Penggugat
dengan Tergugat hidup pisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dhukul) dan sudah dikaruniai
tiga anak bernama:

1. XXXXXX, umur 27 tahun;
2. XXXXXX, umur 25 tahun;
3. XXXXXX, umur 11 tahun;
Ketiga anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
damai naamun sejak tahun 2015 mulai goyah karena sering terjadi
perselisihan dan percekcokan disebabkan Tergugat tidak mempedulikan
kebutuhan rumah tangga, padahal tuntutan kebutuhan untuk biaya anak
semakin banyak, bila diminta uang tidak memberi sehingga untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja banting tulang;

5. Bahwa hal tersebut Penggugat sudah berusaha menyarankan agar Tergugat
mempedulikan kebutuhan rumah tangga namun tidak pernah dihiraukan,
puncaknya pada Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal
di rumah kakaknya di Dusun XXXXXX Il XXXXXX, Salaman sedangkan
Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat yang masih satu RT dengan rumah
kakak Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
hidup pisah hingga sekarang;

6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mempedulikan dan tidak pernah

memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 1
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tahun lebih dengan demikian Tergugat sebagai suami telah melanggar sighat
taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4;

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak bisa
mempertahankan rumah tangganya dengan ini mengajukan gugatan cerai
telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116
huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat
dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian,
untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXX) dengan membayar iwadh Rp.10.000,00 ( sepuluh ribu);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM
Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari relaas
panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0949/Pdt.G/2018/PA.Mkd
tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 25 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan
akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah
surat gugatan Penggugat 0949/Pdt.G/2018/PA.Mkd tertanggal 14 Mei 2018 yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal atas nama Warni yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan
aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai
bukti kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang Nomor 292 / 38 / IX / 1990 Tanggal 22 September
1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai
cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi
di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dusun XXXXXX II, Rt.001, Rw.008, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman,
Kabupaten Magelang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Warni sejak kecil dan
dengan Tergugat bernama Mustofa sejak menikah dengan Penggugat.

- Bahwa, sksi sebagai tetangga Penggugat.

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira 28 tahun yang lalu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di
Dusun XXXXXX Salaman;

- Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah
tangga namun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi
dari rumah bersama tinggal di rumah kakak kandungnya sampai sekarang.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas
bekerjdan dan kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga
untuk mencukupi kebutuhan keluarga terpaksa Penggugat bekerja keras
banting tulang;
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- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang memberi belanja wajib, tidak
mengurus dan tidak memperdulikan dan harta peninggalan Tergugat tidak
ada yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat.

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di
Dusun XXXXXX 1l, Rt.001 Rw.008, Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman,
Kabupaten Magelang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Warni sejak kecil dan
dengan Tergugat bernama Mustofa sejak menikah dengan Penggugat.

- Bahwa, sksi sebagai tetangga Penggugat.

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat kira-kira tahun 1990 yang
lalu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di
Dusun XXXXXX Salaman;

- Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun damai dalam rumah
tangga namun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi
dari rumah bersama tinggal di rumah kakak kandungnya sampai sekarang
sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas
bekerjdan dan kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga
untuk mencukupi kebutuhan keluarga terpaksa Penggugat bekerja keras
banting tulang;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang memberi belanja wajib, tidak
mengurus dan tidak memperdulikan dan harta peninggalan Tergugat tidak
ada yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat.

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya
dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti

lagi;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang
pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon
agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap

sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak
mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah
membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena
itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa
kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan
putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi
sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan
pada alasan sejak sekitar bulan Maret 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama berpisah tersebut
Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada
Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah
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didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya
dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam
perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan
oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima
sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana
tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut
telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut
telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima
sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera
dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui
Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid,
sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai
hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat
mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan
status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan
Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas

(legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama XXXXXX, dihubungkan
dengan keterangan saksi bernama XXXXXX, yang diajukan Penggugat dalam
persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi pertengkaran dikarenakan
masalah kekurangan ekonomi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 1
(satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan jaminan
nafkah dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat
tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat, yang
dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut
diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah
menikah pada tanggal 22 September 1990 dan sesaat setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;

- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai;

- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Salaman,
Kabupaten Magelang;

- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan
ba’daddukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXX,
umur 27 tahun, XXXXXX, umur 25 tahun dan XXXXXXn, umur 11 tahun;

- Bahwa, pada bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari
rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak meninggalkan jaminan
nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat
tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi

meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu)
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tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan
yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah
wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman
bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang
tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik
talaknya angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 2
dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan
Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi,
oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini
sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz Il, halaman 302 yang diambil alih
oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak
tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan
Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi
maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991,
oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara
ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari segala peraturan
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Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang

berkaitan denganputusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 27 Syawal 1439 Hijriyah
bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2018 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H.
dan Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, S.H.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Ttd. Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H. Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya APP . Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 305.000,00

4. Biaya Hak Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai - Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL ....ooveviiiiiiieee

PANITERA
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MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

MungkKid, .......oooeiiiiiie,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN
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